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Keywords: Abstract: Indonesia is a country that has experienced curriculum changes,
Anti-Corruption, but these curriculum changes do not guarantee better quality of education.
Development, The purpose of this article is to identify the development of the curriculum
Indonesian Curriculum. in Indonesia and the integration of anti-corruption-based curriculum in the

Anti-Corruption Education course. This research method includes
systematic literature review. There are 40 articles as samples with data
collection criteria. Data analysis uses data reduction, data tabulation and
drawing conclusions. The results of this study indicate that the curriculum
in Indonesia has changed 11 times with the hope and aim of improving the
quality of education, especially in human resources. The integration of anti-
corruption-based curriculum in the Anti-Corruption Education course can
use various active learning models such as Problem-based learning models,
Project-based learning models, cooperative learning models, service
learning models, and Value-based learning models. Anti-corruption values
that can be instilled in students are honesty, responsibility, simplicity,
freedom, integrity and morality.

Kata Kunci: Abstrak: Indonesia merupakan negara yang mengalami perubahan
Anti Korupsi, kurikulum, namun perubahan kurikulum tersebut tidak tidak menjamin
Perkembangan, kualitas pendidikan lebih baik. Tujuan artikel ini adalah untuk
Kurikulum Indonesia. mengidentifikasi perkembangan kurikulum di Indonesia dan integrasi

kurikulum berbasis anti korupsi pada mata kuliah Pendidikan Anti
Korupsi. Metode penelitian ini termasuk sistematika literatur review.
Terdapat 40 artikel sebagai sampel dengan kriteria pengumpulan data.
Analisis data menggunakan reduksi data, tabulasi data dan menarik
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum di
Indonesia mengalami pergantian sebanyak 11 kali perubahan dengan
harapan dan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada
sumber daya manusia. Integrasi kurikulum berbasis anti korupsi pada
mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dapat digunakan berbagai model
pembelajaran aktif berupa model Problem based learning, model Project
based learning, model cooperative learning, model service learning, dan
model Value based learning. Nilai-nilai anti korupsi yang dapat di
tanamkan kepada peserta didik adalah kejujuran, tanggung jawab,
kesederhanaan, kebebasan, integritas dan moralitas.
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A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mengalami perubahan dan pengembangan kurikulum
sebanyak 11 kali selama kurang lebih 77 tahun, namun perubahan kurikulum tersebut tidak tidak
menjamin kualitas pendidikan lebih baik. Secara historis perubahan kurikulum diantarannya
dimulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975,
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kurikulum 1984 (kurikulum CBSA), kurikulum 1994, kurikulum 2004 (KBK), kurikulum 2006
(KTSP), hingga kurikulum 2013 (F. Wahyuni, 2015), dan kurikulum Merdeka 2020
(Retnaningrum et al, 2023). Namun hasil penelitian Programme for International Student
Assessment (PISA) tahun 2022 menunjukkan menempatkan peringkat Indonesia berada pada 39
dari 41 negara (OECD, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia
belum mampu bersaing dengan negara-negara tetangga Malaysia, Thailand, China, Jepang,
Finlandia, Jerman, Amerika Serikat dan negara Eropa. Peningkatan kulitas pendidikan di negara
maju seperti Amerika Serikat menerapkan sistem pendidikan dengan pendekatan berlapis di
mana siswa belajar satu tahun tentang ruang angkasa, diikuti dengan kimia, fisika, dan ilmu sosial
lainnya (Campbell-Phillips, 2020).

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis,
karena kurikulum dijadikan sebagai pedoman guru/pendidik dalam melaksanakan pembelajaran
atau dalam proses pengajaran. Kurikulum merupakan sarana yang sangat penting bagi
keberhasilan tujuan pendidikan, karena kurikulum yang tepat akan memudahkan tercapainya
tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan perspektif kebijakan
pendidikan nasional sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.
20 Tahun 2003 bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Dalam mencapai tujuan pendidikan, kurikulum harus
diwujudkan atau dipraktikkan dalam kegiatan pendidikan melalui pengajaran. Pengajaran
berdasarkan kurikulum yang telah ditentukan, dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan tujuan
pendidikan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kurikulum dan pengajaran merupakan dua
hal yang harus saling melengkapi dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan pendidikan. Isi
kurikulum atau pengajaran tidak hanya terdiri dari kumpulan pengetahuan atau kumpulan
informasi saja, melainkan suatu pengetahuan yang terpadu dan diperlukan, baik bagi
pengetahuan itu sendiri maupun bagi siswa dan lingkungannya. Ada empat hal penting dalam
proses Pendidikan (Agustin, 2019): (1) peran struktur materi dan bagaimana menjadi pusat
pembelajaran, (2) proses pembelajaran menekankan pada pemikiran intuitif, (3) kesiapan dalam
belajar, dan (4) dorongan untuk belajar dan bagaimana membangkitkan motifnya.

Kurikulum sebagai alat pendidikan untuk mencetak generasi muda dan memiliki tujuan
pendidikan yang harus tercapai. Kurikulum di Indonesia perlu dilakukan evaluasi untuk
mengetahui dampaknya (Andrian et al, 2018; Muhammad & Nugraheni, 2022), kurikulum
dintegrasikan sebagai model pendekatan pendidikan untuk menghadapi tantangan kehidupan
abad ke-21(Akib et al., 2020), peninjauan kurikulum, reformasi kurikulum sebagai perbaikan
pada kurikulum sebelumnya(Lie, 2007), perubahan kurikulum baru membutuhkan waktu untuk
dapat meningkatkan sumber daya melalui pelatihan(Suyanto, 2017), kurikulum memiliki
komponen seperti kompetensilulusan. Standar, kompetensi inti, kompetensi dasar dan buku teks,
untuk mencapai pemahaman konseptual, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan
saintifik dan pembelajaran integratif yang menekankan pada kondisi pembelajaran bermakna
(Widiyatmoko & Shimizu, 2018). Selain itu, pergantian dan penghentian kurikulum bukanlah
paradigma utama melainkan dunia pendidikan harus dikembalikan untuk mencerdaskan bangsa
secara hakiki. Dalam setiap waktu ada kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
zamannya dan yang lebih penting lagi adalah setiap kurikulum harus mengembalikan sistem
pendidikan siswa sebagai taman yang menyenangkan dan menempatkan peran orang tua sebagai
guru (Nugraheni, 2015; Parker, 2018; Saud & Johnston, 2006). Kurikulum eksklusif harus
direformasi untuk mewujudkan kurikulum inklusif yang terdiri dari enam komponen antara lain
pengembangan berbagai perspektif sejarah, pengembangan kesadaran budaya, pengembangan
kompetensi antar budaya, pemberantasan rasisme, seksisme, dan segala bentuk prasangka dan
diskriminasi, peningkatan kesadaran akan keadaan negara. Reformasi kurikulum eksklusif dan
inklusif, dapat menggunakan model ASPIRE (Assessment, Synthesis, Planning, Implementation,
Review, and Evaluation) (Mukminin et al., 2019). Model ASPIRE memfasilitasi pimpinan sekolah
untuk melibatkan seluruh pelaku sekolah (staf sekolah, keluarga, masyarakat, wali, dan siswa)
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untuk mengembangkan kurikulum inklusif yang melayani berbagai tuntutan siswa dari berbagai
latar belakang sehingga mereka berhasil secara akademis dan sosial di dalam dan di luar sekolah.

Kurikulum sebagai substansi dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-
murid disekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga
dapat merujuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan
belajar mengajar, jadwal dan evaluasi. Kurikulum sebagai sistem kurikulum merupakan bagian
dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Sistem kurikulum
mencakup struktur personalia dan prosedur kerja untuk menyusun suatu kurikulum serta
melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakannya. Kurikulum sebagai suatu bidang studi
merupakan bidang kajian para ahli kirikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan
kurikulum sebagai suatu bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan
sistem kurikulum (Bullough Jr et al., 1984). Namun kenyataannya bahwa kurikulum di Indonesia
tidak menggunakan kajian mendalam dengan asek pada kurilum sebagai subsanti, system dan
program studi. Justru yang terjadi adalah melakukan perubahan kurikulum memiliki aspek politik
dan ekonomi.

Berdasarkan berbagai literatur menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia tergolong
beragam makna maupun tanggapan dalam menerima maupun menerapkan kurikulum di sekolah
atau kampus. Gunawan (2017) menyatakan bahwa kurikulum secara substansi belum sesuai
standar nasional Pendidikan sehingga menimbulkan multitafsir terutama konten pembelajaran,
Subkhan (2019) menyatakan kurikulum adalah produk hukum bukan produk akademis dan
kurangnya tradisi intelektual dalam perguruan tinggi keguruan menjadi faktor utama mengapa
kajian kurikulum tidak dapat berkembang secara optimal dalam konteks Indonesia. Lainnya
menyatakan bahwa mutu pendidikan dapat menekan laju inflasi pendidikan, artinya pendidikan
tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan tenaga kerja industri saja. Namun juga untuk
memajukan dan mengembangkan dunia industri yang memberikan efek domino terhadap
perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan (Rusdiman et al,,
2023), tujuan kurikulum berkisar pada pengetahuan dan keterampilan (Ridha & Kamil, 2021),
Sudirman & Haling (2020) menyatakan permasalahan yang muncul yaitu guru kurang percaya
diri dalam menyelesaikan silabus, guru mengalami hambatan dalam pengembangan kompetensi
dasar, secara operasional, isi buku ajar kurang sesuai dengan kurikulum, guru belum menguasai
mata pelajaran dan kurang memahami tentang penilaian yang diterapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, kurikulum di Indonesia perlu dilakukan pengkajian dan
dianalisis dalam aspek substansi kurikulum dan perubahan kurikulum sebagai upaya perbaikan
kualitas pendidikan. Dalam mengkaji kurikulum diperlukan kajian perkembangan kurikulum,
struktur kurikulum dan outcome kurikulum yang telah diterapkan untuk mengetahui dampak
postif dan negative terhadap kualitas pendidikan. Tolak ukur pendidikan berkualitas setidaknya
memenuhi target yang termuat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian tujuan dalam artikel ini
adalah untuk mengidentifikasi perkembangan kurikulum di Indonesia dan perubahan kurikulum
Indonesia sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Pengembangan teori kurikulum yang bersifat ilmiah memiliki tiga sumbangan filsafat dalam
teori kurikulum yaitu merumuskan dan mempertimbangkan tujuan pendidikan, memilih dan
menyusun bahan, perumusan bahasa khusus kurikulum (B. O. Smith & Orlosky, 1975). Demikian
juga Macdonald (1971) menegaskan bahwa teori kurikulum dalam model sistem dalam
persekolahan yaitu kurikulum, pengajaran (instruction), mengajar (teaching) dan belajar. Jadi
kurikulum sebagai instrument pengajaran, mengajar dan belajar dengan mempertimbangkan
aspek bahan pembelajaran, output lulusan dan tujuan pendidikan nasional.
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B. METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka terhadap dokumen-dokumen dari jurnal, prosiding,
tesis, dan tesis dengan sumber data yang sudah dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan
perkembangan kurikulum di Indonesia. Data yang tersebar kemudian diambil dari 40 artikel
sebagai sampel dengan kriteria pengumpulan data dari sekolah negeri dan swasta yang
menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pengumpulan data menggunakan
observasi dan analisis document secara mendalam. Analisis data menggunakan pengumpulan
data lapangan atau reduksi data, selanjutnya tabulasi data sangat penting dilakukan untuk
menganalisis secara tepat, kemudia analisis secara mendalam dan menarik kesimpulan tentang
perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia (Miles & Huberman & Saldana, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum di Indonesia hingga saat ini masih problematika dalam penerapannya, karena
berbagai persoalan substansi kurikulum, kebijakan kurikulum dan hasil riset yang menunjukkan
kurikulum tersebut layak atau tidak layak diganti dengn kurikulum yang baru. Dalam
pengembangan kurikulum di suatu negara setidaknya harus sesuai semangat dan prinsip
kurikulum yaitu setiap teori kurikulum harus di mulai dengan perumusan (definisi) tentang
rangkaian kejadian yang di cakup, setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang
nilai-nilai dan sumber-sumber pangkal tolaknya, setiap teori kurikulum perlu menjelaskan
karakteristik dari desain kurikulum, setiap teori kurikulum harus menggambarkan proses
penentuan kurikulum serta interaksi diantara proses tersebut, setiap teori kurikulum hendaknya
menyiapkan diri bagi proses penyempurnaan. Namun yang terjadi tidak semua prinsip tersebut
dilakukan sehingga menyebabkan berbagai pandangan pada perubahan kurikulum di Indonesia.
1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan selama 11 Kkali
perubahan dengan tujuan memenuhi target tujuan pendidikan nasional berdasarkan peta jalan
pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Alhamuddin memaparkan bahwa
“Ada ungkapan menggelitik yang acapkali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni
‘ganti menteri ganti kurikulum’, nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia
tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulangkali mengalami perubahan,
yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru
adalah kurikulum 2013”. Ditambah, saat ini sudah ada pandangan baru terkait dengan kurikulum
merdeka belajar (Alhamuddin, 2014; Pakpahan et al,, 2023). Perubahan tersebut merupakan
konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek
dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, sistem kurikulum sebagai seperangkat
rencana Pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan
perubahan yang terjadi di Masyarakat.

Adapun kurikulum itu sendiri, menurut Schubert (1986) memaparkan bahwa “curriculum as
content or subject matter, curriculum as a program of planned activities, curriculum as intended
learning outcomes, curriculum as cultural reproduction, curriculum as experience, curriculum as
discrete task and concepts, curriculum as an agenda for social reconstruction”. Pandangan tersebut
tampaknya dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya, seperti Stratemeyer et al., (1947) yang
menyatakan “Curriculum currently defined in three ways; the courses and class activities in which
children and youth engage; the total range of in class and out class experiences sponsored by school;
and the total life experiences of the leaner”. Dengan demikian, kurikulum dapat dikatakan sebagai
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan
kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.
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Lebih lanjut, Alhamuddin (2014) menjelaskan bahwa “Dari perspektif historis dari masa ke
masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarnai dan
mempengaruhi secara kuat sistem pendidikan Indonesia selama ini. Corak sistem Pendidikan
suatu Negara pada gilirannya Kembali pada stakeholder yang paling berkuasa dalam pengambilan
kebijakan. Pada tataran ini, maka sistem politiklah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa pada
periode tertentu akan menggunakan kekuasaannya untuk menentukan apa dan bagaimana
Pendidikan diselenggarakan. Kecenderungan inilah yang kemudian turut menjadi penguat pada
apa yang kemudian disitilahkan ‘ganti menteri ganti kebijakan’, termasuk didalamnya kurikulum
pendidikan, sebab muatanmuatan politis, value, ideologi, maupun tujuan-tujuan tertentu yang
diinginkan penguasa acapkali juga disetting sedemikian rupa dalam kerangka kurikulum”. Seiring
dengan perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum Indonesia
terus mengalami pergantian dari periode ke periode.

Kurikulum pada prinsipnya memang menjadi hal yang vital dalam dunia pendidikan.
Dikarenakan vital atau pentingnya kurikulum ini, maka para di lapangan, para pendidik harus
memahami kandungan Kkurikulum, karena telah jelas tujuan pendidikan terdapat dalam
kurikulum. Sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan kondusif, interaktif, efektif dan
lancar (Nasution, 1995).

Tabel 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Kurikulum Landasan Kurikulum Struktur Kurikulum
Kurikulum Kurikulum pertama di e Menerapkan 3 kolom tahun 1952 yaitu
1968 dan Indonesia setelah hari kelas, Contact-hour per minggu, dan
Sebelumnya (S. kemerdekaan adalah bahan ajar dikembangkan  untuk
Wahyuni, kurikulum 1947 (Rencana membangun karakter manusia Indonesia
2016) Pelajaran 1947) (Komaria, Menerapkan lima kolom tahun 1953:
1998; Tjahwa Kiong Hien, Kelas, Jumlah Jam Kontak per minggu,
1962) Topik, Pelajaran, dan komentar
Tahun 1968, landasan pendidikan adalah
Pancasila, tujuannya adalah untuk
membentuk manusia Indonesia yang
menerapkan semangat Pancasila dan
ketrampilannya
Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Pendekatan terpadu diadaptasi, dan
1975, 1984, Kebudayaan menetapkan filosofi strukturalisme dijadikan landasan
dan 1994 Kurikulum 1975 sebagai kurikulum

pengganti Kurikulum 1968
berdasarkan Keputusan
Menteri No0.008d/U/1975
dan 008e/U1975 tanggal 15
Januari 1975

Pendekatan struktural yang diterapkan
pada Kurikulum 1975 belum berhasil,
terutama jika dilihat dari kebutuhan siswa
untuk memiliki kompetensi komunikatif

Kurikulum 1984 berorientasi pada tujuan
pembelajaran, dan pembelajaran di kelas
harus fungsional dan efektif. Pendekatan
pengajarannya berpusat pada siswa
melalui sistem pembelajaran aktif siswa
(Cara Belajar Siswa Aktif—CBSA) untuk
meningkatkan kompetensi komunikatif
siswa

Kurikulum 1994 pendekatan berbasis
makna, pendekatan komunikatif, dan
sistem waktu pembelajaran diubah dari
sistem semester menjadi sistem triwulan




626 | Seminar Nasional Paedagoria
Volume 4, Agustus 2024, pp. 621-632

Kurikulum e Undang-Undang Nomor 22 e Sembilan yang tercakup dalam Kurikulum
Berbasis dan 25 Tahun 1999 tentang Berbasis Kompetensi: Komunikasi yang
Kompetensi Otonomi Daerah efektif, Keterampilan Klinis Dasar,
(KBK, e Keputusan Menteri Penggunaan Ilmu Pengetahuan Dasar
Kurikulum Pendidikan Nomor dalam Praktek, Diagnosis,
2004) 045/U/2002 tentang Penatalaksanaan, dan Pencegahan, belajar
Kurikulum Inti sepanjang  hayat; kesadaran  diri,

e Keputusan Menteri perawatan diri, dan pertumbuhan pribadji;

Pendidikan Nasional Nomor konteks sosial dan komunitas darilayanan

232/U/2000 kesehatan; penalaran moral dan etika

e format Kurikulum 2004, klinis; dan pemecahan masalah(S. R. Smith

berdasarkan PP No. etal, 2003).

25/2000 Tujuan pembelajaran (1) Learning to
know, (2) learning to do, (3) learning to
live together, and (4) learning to be(S.
Wahyuni, 2016)

Empat komponen: (D) standar
kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3)
materi pelajaran, dan (4) indikator

ketercapaian(Chyung et al., 2006).
Kurikulum e Undang-Undang (UU) No.20 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Tingkat Satuan  Tahun 2003 tentang Sistem Pembangunan (KTSP) mengacu pada
Pendidikan Pendidikan Nasional. berbagai standar nasional Pendidikan: (1)
(KTSP, e Undang-Undang (UU) No.32 standar isi, (2) standar proses, (3) standar
Kurikulum Tahun 2004 tentang kompetensi lulusan, (4) standar tenaga
2006) Otonomi Daerah, termasuk kependidikan, (5) fasilitas dan standar
dalam Pendidikan. infrastruktur, (6) standar pengelolaan, (7)
e Peraturan Pemerintah (PP) standar keuangan, dan (8) standar

Nomor 19 Tahun 2005 penilaian Pendidikan.

tentang Standar Nasional Komponen Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan Pendidikan (KTSP) terdiri atas (1) Tujuan

e Keputusan Menteri (MD) Pendidikan Sekolah, (2) Struktur dan Isi
Nomor 22 Tahun 2006 Kurikulum, (3) Kalender Pendidikan, (4)
tentang Standar Isi (SI) Silabus, dan (5) Rencana Pelaksanaan
e Keputusan Menteri (MD) Pembelajaran (RPP)(S. Wahyuni, 2016)

Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi

Lulusan (SKL)

e Keputusan Menteri (MD) No.
24 Tahun 2006 tentang
Penerapan SI dan SKL
Kurikulum e UU No.20 Tahun 2003 Kurikulum 2013 adalah menghasilkan
2013 tentang Pendidikan manusia Indonesia yang produktif, kreatif,

Nasional dan Peraturan inovatif, afektif, melalui pengamatan

Presiden Nomor 5 Tahun terpadu terhadap sikap, keterampilan,

2010 tentang Rencana dan pengetahuan(Kelly, 2009; Maba,

Pembangunan Jangka 2017).

Menengah Nasional Orientasi standardisasi kurikulum

PP. No 32 Tahun 2013
Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
No. 23 Tahun 2016 tentang
standar penilaian nasional,

Indonesia menetapkan empat standar
nasional pendidikan, yaitu standar hasil,
isi, proses dan penilaian(Palupi, 2018).
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e Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
No. 24 Tahun 2016 tentang
kompetensi inti kurikulum
2013 dan kompetensi dasar
mata pelajaran pada
pendidikan  dasar  dan
menengabh,

e Peraturan Pemerintah No.
32 tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan)
(Palupi, 2018)
Kurikulum Permendikbud Nomor 3 e Konsep kurikulum Merdeka Belajar: 1)
Merdeka Tahun 2020 tentang Pembelajaran berbasis proyek bertujuan
kebijakan Merdeka Belajar- untuk mengembangkan soft skill dan
Kampus Merdeka (MBKM) karakter sesuai profil siswa Pancasila. 2)
(Sopiansyah et al., 2022) Fokus pada materi esensial, sehingga ada

waktu untuk pembelajaran mendalam
terhadap kompetensi dasar seperti
literasi dan numerasi. 3) Keleluasaan guru
untuk melaksanakan pembelajaran yang
berbeda-beda berdasarkan kemampuan
siswa (Luthfi et al., 2023)

e Enam dimensi profil pelajar Pancasila,
yaitu (1) beriman, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak
mulia, (2) menampilkan keberagaman
global, (3) gotong royong, (4)
kemandirian, (5) penalaran kritis, dan (6)
kreativitas (Irawati et al., 2022; Sherly et
al, 2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi reformasi kurikulum di Indonesia
dilakukan setiap 4-5 tahun sekali, untuk mengetahui efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas
pendidikan Indonesia. Dalam perkembangan kurikulum Indonesia, kurikulum Merdeka
merupakan kurikulum yang diterbitkan tahun 2020 dengan bertolak pada pembinaan
pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui program Merdeka belajar, guru penggerak dan
program lainnya. Kemudian dalam pembelajarannya berfokus pada pembelajaran berbasis
proyek baik sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas dan perguruan tinggi. Selanjutnya
model-model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning Model, Project Based
Learning Model, Inquiry Learning Model, Project Citizen Model. Selain itu, capaian pembelajaran
untuk Tingkat sekolah berpedoman pada enam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu (1) beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) menampilkan keberagaman
global, (3) gotong royong, (4) kemandirian, (5) penalaran kritis, dan (6) kreativitas. Dalam
implementasinya di lakukan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutmya,
nilai-nilai anti korupsi yang dapat dikembangkan dalam kurikulum berbasis anti korupsi adalah
sebagai berikut:
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a. Kejujuran: Perilaku yang didasari pada upaya menjadikan peserta didik sebagai pribadi
yang selalu percaya pada perkataan, tindakan dan pekerjaan.

b. Tanggung jawab: Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas terhadap diri

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha

Esa.

Kesederhanaan: Sikap dan perilaku yang bersahaja (tidak berlebihan).

Kebebasan: Sikap dan perilaku yang menunjukkan kemandirian sesuai aturan.

Integritas: Sikap dan perilaku yang menunjukkan memegang teguh prinsip kepemimpinan.

Moralitas: Sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi etika dan nilai moral sebagai

manusia.

o oA

2. Integrasi Kurikulum Berbasis Anti Korupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dapat memberikan pembinaan dan
pendampingan pada karakter mahasiswa melalui pembelajaran yang dapat meningkatkan
pemahaman, sikap dan keterampilan dalam mencegah korupsi di lingkungan pendidikan. Adapun
beberapa tahapan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi, adalah sebagai berikut:
a. Integrasi pembelajaran kontektual dan pembelajaran nilai

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan enam

pendekatan:

1) Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang
menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang
berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh
pengetahuan dan konsep penting dari mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa terlibat
dalam inkuiri untuk memecahkan masalah dengan mengintegrasikan keterampilan
dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Pendekatan ini mencakup pengumpulan
informasi terkait pertanyaan, mensintesis dan menyajikan penemuannya kepada orang
lain.

2) Pembelajaran berbasis proyek atau tugas terstruktur adalah pengajaran komprehensif
dimana lingkungan belajar siswa (ruang kelas) dirancang agar siswa dapat melakukan
inkuiri ke arah yang autentik, termasuk pendalaman materi pelajaran dan melakukan
tugas-tugas bermakna lainnya. Pendekatan ini memungkinkan siswa bekerja secara
mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan berpuncak pada produk nyata.

3) Pembelajaran berbasis kerja adalah pendekatan pengajaran yang memungkinkan
siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran
berbasis sekolah dan cara materi tersebut digunakan kembali di tempat kerja dan
berbagai kegiatan diintegrasikan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa.

4) Pembelajaran layanan adalah penggunaan metodologi pengajaran yang
mengintegrasikan layanan sosial dan struktur berbasis sekolah untuk mencerminkan
layanan tersebut. Oleh karena itu, ditekankan pada korelasi antara pelayanan dan
pembelajaran akademik. Dengan kata lain, pendekatan ini menyajikan penerapan
praktis dari pengetahuan baru yang diperlukan dan berbagai keterampilan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek/tugas terstruktur dan kegiatan
lainnya.

5) Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan kelompok kecil untuk bekerja sama
dalam memaksimalkan kondisi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

6) Pembelajaran nilai, seperti teknik klarifikasi nilai (analisis nilai, daftar nilai, permainan
nilai).

b. Mengembangkan bahan ajar pendidikan anti korupsi berbasis project
Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan format pendidikan antikorupsi yang
diperuntukkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Siswa belajar jujur, pekerja keras,
disiplin, berani, bertanggung jawab, mandiri, sederhana, adil dan peduli. Sembilan nilai
luhur tersebut diharapkan dapat membangun karakter antikorupsi. Komisi
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Pemberantasan Korupsi menerbitkan modul Pendidikan Anti Korupsi. Modul mudah
dipahami oleh siswa karena disajikan dengan bahasa yang sederhana. Modul pendidikan
anti korupsi di perguruan tinggi menekankan pada inovasi dan pengembangan bahan
pembelajaran lain berupa komik, buku saku, film, dan papan permainan (boardgame)
sehingga media ajar pembelajaran anti korupsi jadi lebih menarik dan variatif.

Tabel 2. Standar Kompetensi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Per.guru.an Semester Standar Kompetensi Materi pokok dal? sub
Tinggi pokok materi
Universitas Il danIV e Mahasiswa mampu menjelaskan arti Pengertian Korupsi:
kata dan definisi korupsi secara tepat e Mengidentifikasi
dan benar; definisi korupsi,
e Mahasiswa mampu menjelaskan e Bentuk-bentuk
sejarah korupsi dan pemberantasan Korupsi,
korupsi di Indonesia dengan benar; ¢ Sejarah Korupsi,

Mahasiswa mampu menjelaskan
bentuk-bentuk korupsi dan perilaku
koruptif dengan benar;

Mahasiswa mampu membedakan
bentuk tindak pidana korupsi dan
perilaku koruptif;

Mahasiswa mampu menganalisis
perbuatan korupsi dan perilaku
koruptif di masyarakat;

Mahasiswa mampu mengevaluasi dan
memahami berbagai bentuk tindak
korupsi dan perilaku koruptif.

Mahasiswa mampu menjelaskan factor ~ Faktor Penyebab

pendorong terjadinya korupsi; Korupsi:

Mahasiswa dapat membedakan factor e Faktor Penyebab
internal dan factor eksternal penyebab Korupsi;

terjadinya kKorupsi; e Penyebab Korupsi
Mahasiswa dapat menyimpulkan factor dalam Perspektif
internal dan factor eksternal pendorong  Teori;

perilaku korup; e Faktor Internal dan
Mahasiswa mampu mengeliminir sikap Eksternal Penyebab

diri sendiri yang cenderung mendorong Korupsi.
perilaku korup;

Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap

anti korupsi.

Mahasiswa mengetahui akibat Dampak masif korupsi:
perbuatan korupsi; e Dampak Ekonomi;
Mahasiswa dapat memiliki empati pada e Dampak Sosial dan
korban korupsi; Kemiskinan
Mahasiswa mampu menghindari Masyarakat;
perbuatan dan perilaku korupsi. e Dampak Birokrasi

Pemerintahan;

e Dampak terhadap
Politik dan
Demokrasi;

e Dampak terhadap
Penegakan Hukum;
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e Dampak terhadap
Pertahanan dan

Keamanan;
e Dampak Kerusakan
Lingkungan
e Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-  Nilai-nilai anti korupsi
nilai anti korupsi untuk mengatasi dan prinsip-prinsip
faktor internal penyebab terjadinya anti korupsi:
korupsi; e Nilai-Nilai Anti
e Mahasiswa mampu menjelaskan Korupsi;
prinsip prinsip anti korupsi yang e Prinsip-Prinsip Anti
berpedoman pada nilai-nilai anti Korupsi

korupsi untuk mengatasi faktor
eksternal penyebab terjadinya korupsi
agar korupsi tidak terjadi;

e Mahasiswa mampu memberikan contoh
penerapan prinsipprinsip dan nilai-nilai
anti korupsi dalam suatu organisasi/
institusi/ masyarakat untuk mencegah
terjadinya korupsi dalam setiap
kegiatannya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia mengalami pergantian
sebanyak 11 kali perubahan dengan harapan dan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan
terutama pada sumber daya manusia baik pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Setiap pergantian kurikulum tetap mengacu tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraaan proses Kkegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan,
kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Integrasi kurikulum berbasis anti
korupsi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dapat digunakan berbagai model
pembelajaran aktif berupa model problem based learning, model project based learning, model
cooperative learning, model service learning, dan model value based learning. Selanjutnya nilai-
nilai anti korupsi yang dapat di tanamkan kepada peserta didik adalah kejujuran, tanggung jawab,
kesederhanaan, kebebasan, integritas dan moralitas.
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